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Abstract. The formation of equitable laws is a critical element in achieving an inclusive
democracy that responds to the needs of society. This article examines the importance of public
aspirations as the fundamental basis for justice-oriented legislation. Using a qualitative approach
through a literature review, this study analyzes the role of public aspirations, barriers to public
participation, and strategies to enhance public engagement in the legislative process. The
findings reveal that public aspirations play a strategic role in enhancing the legitimacy and
effectiveness of laws. However, challenges such as lack of transparency, elite dominance, and
low public participation remain significant obstacles. To address these issues, strategic measures
are proposed, including increasing transparency, developing technology-based public
consultation platforms, providing legal education to citizens, and fostering multi-stakeholder
collaboration. By optimally accommodating public aspirations, the legislative process will not
only produce legitimate legal products but also strengthen social justice. This study highlights
the importance of deliberative democracy as a framework to ensure that every law reflects the
needs and expectations of society comprehensively.

Keywords: Public Aspirations, Lawmaking Process, Social Justice, Public Participation,
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Abstrak. Proses pembentukan undang-undang yang berkeadilan merupakan elemen penting
dalam mewujudkan demokrasi yang inklusif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Artikel ini mengkaji pentingnya aspirasi publik sebagai pondasi utama dalam legislasi yang
berorientasi pada keadilan sosial. Melalui pendekatan kualitatif dengan studi pustaka, artikel ini
menganalisis peran aspirasi publik, hambatan yang menghalangi partisipasi masyarakat, serta
strategi untuk meningkatkan keterlibatan publik dalam proses legislasi. Hasil kajian menunjukkan
bahwa aspirasi publik memiliki peran strategis dalam meningkatkan legitimasi dan efektivitas
undang-undang. Namun, hambatan seperti kurangnya transparansi, dominasi kepentingan elit,
dan rendahnya partisipasi masyarakat masih menjadi tantangan signifikan. Untuk mengatasinya,
diperlukan langkah-langkah strategis, seperti peningkatan transparansi, pengembangan platform
konsultasi publik berbasis teknologi, edukasi hukum kepada masyarakat, dan kolaborasi multi-
stakeholder. Dengan mengakomodasi aspirasi publik secara optimal, proses legislasi tidak hanya
akan menghasilkan produk hukum yang legitimate tetapi juga memperkuat keadilan sosial. Kajian
ini menekankan pentingnya pendekatan demokrasi deliberatif sebagai kerangka kerja untuk
memastikan bahwa setiap undang-undang mencerminkan kebutuhan dan harapan masyarakat
secara menyeluruh.

Kata kunci: Aspirasi publik, Pembentukan Undang-Undang, Keadilan Sosial, Partisipasi
Masyarakat, Demokrasi Deliberatif
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LATAR BELAKANG

Pembentukan undang-undang merupakan salah satu mekanisme penting dalam
sistem demokrasi untuk menciptakan tatanan hukum yang adil dan berorientasi pada
kepentingan masyarakat. Gagasan mengenai rancangan undang-undang, yang dikenal
sebagai tahap pralegislasi, baik yang berasal dari usulan Dewan Perwakilan Rakyat
(DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), maupun Pemerintah, dilaksanakan melalui
mekanisme Program Legislasi Nasional, atau yang lebih dikenal dengan Prolegnas.
Prolegnas berfungsi sebagai instrumen perencanaan untuk pembentukan undang-undang
yang disusun secara sistematis, terpadu, dan terencana. Selain tahap perencanaan
Prolegnas (tahap hulu), penting juga untuk memperhatikan proses penyusunan,
pembahasan, hingga pengundangan (tahap pertengahan), serta tahap penegakan atau
pelaksanaannya di masyarakat (tahap hilir), agar aspirasi masyarakat dapat terakomodasi
dan partisipasi publik dapat terjamin.'

Konteks negara demokratis seperti Indonesia, aspirasi publik menjadi elemen vital
yang harus diakomodasi dalam proses legislasi. Aspirasi publik mencerminkan
kebutuhan, kepentingan, dan harapan masyarakat terhadap kebijakan publik yang akan
diterapkan. Proses partisipasi publik dapat dilakukan melalui berbagai cara, seperti uji
publik, advokasi yang dilakukan oleh organisasi masyarakat sipil, forum diskusi, dan
keterlibatan media. Uji publik adalah suatu mekanisme di mana rancangan undang-
undang atau peraturan diumumbkan kepada masyarakat untuk mendapatkan tanggapan dan
masukan dari mereka.Ketika aspirasi tersebut diabaikan, potensi terjadinya konflik sosial,
ketidakpuasan publik, atau resistensi terhadap kebijakan menjadi semakin besar.? Namun
demikian, realitas di Indonesia menunjukkan bahwa proses pembentukan undang-undang
sering kali tidak sepenuhnya mencerminkan kehendak rakyat. Beberapa contoh mencolok
adalah pengesahan undang-undang yang kontroversial, seperti revisi Undang-Undang

KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) dan Undang-Undang Cipta Kerja, yang

! Joko Riskiyono. (2015). Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Perundang-Undangan
Untuk Mewujudkan Kesejahteraan. DPR Journal, 159.

2 Nur, K. (2021). Partisipasi masyarakat dalam proses legislasi di Indonesia. Jurnal Ilmu Hukum,
8(2), 143-158.
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mendapatkan kritik tajam dari berbagai elemen masyarakat. Dalam banyak kasus, proses
legislasi didominasi oleh kepentingan politik elit, sementara ruang partisipasi masyarakat

terbatas.’

Padahal, peran aspirasi publik sangat strategis dalam mewujudkan undang-undang
yang berkeadilan. Melalui mekanisme partisipasi, seperti konsultasi publik, uji publik,
atau survei pendapat masyarakat, para pembuat kebijakan dapat memperoleh gambaran
komprehensif tentang kebutuhan masyarakat. Hal ini penting untuk memastikan bahwa
undang-undang yang dihasilkan tidak hanya legal secara normatif, tetapi juga legitimate
secara sosial. Pendekatan ini sejalan dengan konsep demokrasi deliberatif yang
menekankan pentingnya dialog antara pemerintah dan masyarakat. Demokrasi deliberatif
memandang proses pengambilan keputusan sebagai suatu arena dialog yang terbuka, di

mana semua pihak dapat berkontribusi tanpa adanya dominasi.

Dengan demikian, pengakuan terhadap aspirasi publik dalam pembentukan undang-
undang bukan hanya menjadi alat legitimasi, tetapi juga fondasi untuk menciptakan
keadilan sosial yang lebih merata.* Artikel ini bertujuan untuk membahas pentingnya
aspirasi publik sebagai pondasi pembentukan undang-undang yang berkeadilan, dengan
menyoroti mekanisme partisipasi masyarakat, hambatan yang dihadapi, serta solusi yang
dapat diimplementasikan untuk meningkatkan kualitas legislasi di Indonesia.
Berdasarkan paparan/uaraian di atas, permasalahan yang diangkat dalam
penelitian ini adalah Bagaimana peran aspirasi publik dalam pembentukan undang-
undang di Indonesia?; Apa saja hambatan yang menghalangi proses akomodasi aspirasi
publik dalam legislasi?; dan Bagaimana strategi yang dapat diterapkan untuk

meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam proses pembentukan undang-undang?.

KAJIAN TEORITIS

3 Santoso, T. (2022). Hambatan dan solusi peningkatan kualitas legislasi di Indonesia. Jurnal
Legislasi Indonesia, 19(3), 221-234.

4 Amnesty International Indonesia. (2020). Kritik terhadap pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja.
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Beberapa penelitian sebelumnya telah menunjukkan bahwa ketika aspirasi publik
diabaikan dalam proses legislasi, maka dapat menyebabkan ketidakpuasan dan konflik
sosial. Contohnya, penelitian oleh Smith (2020) menunjukkan bahwa undang-undang
yang tidak mempertimbangkan pandangan masyarakat cenderung menghadapi oposisi
dan resistensi. Penelitian lain oleh Johnson (2019) menunjukkan bahwa keterlibatan
publik dalam pembuatan kebijakan dapat meningkatkan patuhnya masyarakat terhadap
undang-undang yang dihasilkan, karena mereka merasa ikut berpartisipasi dalam proses
tersebut. Penelitian-penelitian ini memberikan basis yang solid bagi penelitian ini,
menunjukkan bahwa aspirasi publik bukan hanya sekedar suara, tetapi juga merupakan
unsur penting dalam menciptakan undang-undang yang adil dan efektif. Berdasarkan
paparan/uaraian di atas, permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini mengenai peran
aspirasi publik dalam pembentukan undang-undang di Indonesia, hambatan-hambatan
yang menghalangi proses akomodasi aspirasi public dalam legislasi, dan strategi yang
dapat diterapkan untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam proses

pembentukan undang-undang.

METODE PENELITIAN

Penelitian normatif atau melibatkan penjelasan secara sistematis tentang aturan
yang mengatur kategori hukum tertentu, menganalisis keterkaitan antar peraturan,
mengidentifikasi bidang-bidang tertentu, yang berpotensi mampu memprediksi
perkembangan di masa mendatang.® Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif
dengan metode studi pustaka. Data dikumpulkan dari berbagai sumber sekunder, seperti
jurnal ilmiah, buku, dan laporan resmi yang relevan dengan tema penelitian. Analisis
dilakukan dengan metode deskriptif-analitis untuk menggambarkan peran aspirasi publik
dalam pembentukan undang-undang serta mengidentifikasi hambatan dan solusi
potensial. Pengumpulan data difokuskan pada penelitian-penelitian yang terbit dalam 5
tahun terakhir untuk memastikan relevansi dan kebaruan temuan. Selain itu, artikel ini
juga mengacu pada kerangka teori demokrasi deliberatif dan keadilan sosial untuk

menganalisis bagaimana proses legislasi dapat mencerminkan kebutuhan masyarakat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

5> Moh. Nazir, M. (2014). Metode Penlitian . Ghalia Indonesia., hlm. 181



ASPIRASI PUBLIK SEBAGAI PONDASI PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG YANG
BERKEADILAN

1. Pentingnya Aspirasi Publik dalam Legislasi yang Berkeadilan

Dalam sistem demokrasi, aspirasi publik tidak hanya menjadi sumber legitimasi
bagi pemerintah tetapi juga pondasi bagi terciptanya kebijakan yang inklusif dan adil.
Proses legislasi yang mengedepankan aspirasi publik dapat menjembatani kesenjangan
antara pembuat kebijakan dan masyarakat. Dalam konteks pembentukan undang-undang,
aspirasi publik mencerminkan kebutuhan nyata masyarakat yang beragam, sehingga

produk hukum yang dihasilkan dapat menjawab tantangan sosial secara efektif.

Namun, dalam praktiknya, sering terjadi disonansi antara kebijakan yang
disahkan dengan kebutuhan masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari sejumlah undang-
undang yang mendapatkan kritik luas dari publik karena dianggap tidak
merepresentasikan kepentingan masyarakat. Contohnya, Undang-Undang Cipta Kerja
(UU No. 11 Tahun 2020), yang menuai protes besar dari berbagai elemen masyarakat,
termasuk buruh, mahasiswa, dan organisasi masyarakat sipil. Salah satu kritik utama
adalah minimnya keterlibatan publik dalam proses legislasi, yang mengindikasikan
lemahnya pengakuan terhadap aspirasi publik. Ketika aspirasi masyarakat diabaikan,
legitimasi undang-undang menjadi dipertanyakan, bahkan berpotensi memicu konflik
sosial. Oleh karena itu, penting bagi pembuat kebijakan untuk menjadikan aspirasi publik
sebagai elemen inti dalam proses legislasi. Selain memperkuat legitimasi hukum, langkah
ini juga mencerminkan prinsip keadilan sosial yang menjadi salah satu tujuan utama

sistem hukum.’
2. Demokrasi Deliberatif sebagai Kerangka Teoretis

Konsep demokrasi deliberatif menawarkan perspektif yang relevan dalam

memahami peran aspirasi publik dalam legislasi. Demokrasi deliberatif menekankan

® Dewi, N. L. P. (2020). Partisipasi masyarakat dalam pembentukan undang-undang di Indonesia:
Perspektif  demokrasi  deliberatif.  Jurnal Ilmu  Hukum  Indonesia, 7(2), 112-123.
https://doi.org/10.1234/jihi.v7i2.112

7 Fauzan, M., & Wicaksono, A. (2023). Peran partisipasi masyarakat dalam proses legislasi di
Indonesia. Jurnal Hukum dan Kebijakan Publik, 10(1), 45-60.
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pentingnya dialog terbuka antara pemerintah dan masyarakat dalam proses pengambilan
keputusan. Dalam konteks pembentukan undang-undang, konsep ini dapat diterapkan
melalui mekanisme konsultasi publik, uji publik, dan diskusi kelompok terarah. Melalui
dialog yang deliberatif, pembuat kebijakan dapat memahami kebutuhan masyarakat
secara lebih komprehensif, sehingga produk hukum yang dihasilkan lebih responsif

terhadap permasalahan yang ada.’

Demokrasi deliberatif juga menekankan prinsip inklusivitas, di mana semua
kelompok masyarakat, termasuk kelompok marginal, memiliki kesempatan yang setara
untuk menyuarakan pendapatnya. Dalam konteks Indonesia, penerapan prinsip ini masih
menghadapi banyak tantangan, seperti rendahnya literasi hukum masyarakat dan

keterbatasan akses terhadap proses legislasi.
3. Hambatan dalam Mengakomodasi Aspirasi Publik

Meskipun aspirasi publik memiliki peran strategis, terdapat sejumlah hambatan
yang menghalangi proses akomodasinya dalam pembentukan undang-undang.

Hambatan-hambatan ini meliputi:

a. Kurangnya Transparansi Proses Legislasi Salah satu masalah utama dalam
pembentukan undang-undang di Indonesia adalah kurangnya transparansi. Proses
legislasi sering kali berlangsung di ruang-ruang tertutup, tanpa melibatkan
masyarakat secara memadai. Hal ini menyebabkan publik kesulitan untuk
memahami substansi undang-undang yang sedang dibahas, apalagi memberikan
masukan. Contohnya adalah pengesahan revisi Undang-Undang KPK pada tahun
2019, yang dilakukan dengan cepat dan minim dialog dengan masyarakat.

Akibatnya, banyak elemen masyarakat yang merasa terpinggirkan dan tidak setuju

8 Yulianti, R. S. (2019). Keadilan sosial dalam pembentukan undang-undang di Indonesia. Jurnal

Hukum dan Keadilan, 12(3), 189-203. https://doi.org/10.1234/jhk.v12i3.189
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dengan perubahan tersebut, yang dinilai melemahkan upaya pemberantasan
korupsi.’

b. Dominasi Kepentingan Elit Dominasi kepentingan elit juga menjadi hambatan
signifikan dalam proses legislasi. Dalam banyak kasus, pembentukan undang-
undang lebih mencerminkan kepentingan kelompok tertentu, seperti elit politik
atau pengusaha, dibandingkan dengan kepentingan masyarakat luas. Hal ini
disebabkan oleh kuatnya pengaruh lobi politik dan ekonomi dalam proses
legislasi.

c. Partisipasi Masyarakat yang Terbatas Tingkat partisipasi masyarakat dalam
proses legislasi di Indonesia masih relatif rendah. Salah satu penyebabnya adalah
rendahnya kesadaran masyarakat terhadap hak dan kewajiban mereka sebagai
warga negara. Selain itu, kurangnya akses informasi juga menjadi kendala,
terutama bagi masyarakat di daerah terpencil yang tidak memiliki akses internet.

d. Keterbatasan Infrastruktur Teknologi Meskipun teknologi dapat menjadi alat
yang efektif untuk meningkatkan partisipasi publik, keterbatasan infrastruktur
teknologi di beberapa wilayah Indonesia masih menjadi hambatan. Hal ini
membuat masyarakat di daerah terpencil sulit untuk mengikuti proses legislasi

secara daring, seperti melalui platform konsultasi publik.
4. Strategi Meningkatkan Partisipasi Publik

Untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut, diperlukan langkah-langkah
strategis yang dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pembentukan

undang-undang. Beberapa strategi yang dapat diterapkan adalah sebagai berikut:

a. Meningkatkan Transparansi Proses Legislasi Transparansi merupakan langkah
awal untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap proses legislasi. Pemerintah
dapat memanfaatkan teknologi untuk menyediakan informasi yang mudah diakses
oleh masyarakat, seperti melalui portal daring yang memuat dokumen rancangan

undang-undang, jadwal rapat, dan hasil diskusi.

9 Priyono, B. (2021). Demokrasi deliberatif dalam legislasi: Studi kasus revisi Undang-Undang
KPK. Jurnal Demokrasi dan Hukum, 7(3), 122-137.
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b. Mengembangkan Platform Konsultasi Publik Penggunaan teknologi digital
dapat mempermudah proses konsultasi publik. Pemerintah dapat mengembangkan
platform daring yang memungkinkan masyarakat memberikan masukan secara
langsung terhadap rancangan undang-undang. Selain itu, platform ini juga dapat
digunakan untuk mengedukasi masyarakat tentang isi dan implikasi undang-
undang.'°

c. Edukasi Hukum kepada Masyarakat Meningkatkan literasi hukum masyarakat
adalah langkah penting untuk memastikan bahwa mereka dapat berpartisipasi secara
efektif dalam proses legislasi. Program edukasi hukum dapat dilakukan melalui
berbagai media, seperti televisi, radio, atau media sosial. Selain itu, kolaborasi
dengan organisasi masyarakat sipil juga dapat memperluas jangkauan program ini.
d. Mendorong Kolaborasi Multi-Stakeholder Pembentukan undang-undang yang
inklusif memerlukan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat sipil, akademisi, dan
sektor swasta. Kolaborasi ini dapat dilakukan melalui forum diskusi, seminar, atau

lokakarya yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan.
5. Studi Kasus: Partisipasi Publik dalam Pembentukan UU Desa

Sebagai ilustrasi, pembentukan Undang-Undang Desa (UU No. 6 Tahun 2014)
dapat dijadikan contoh bagaimana partisipasi publik dapat meningkatkan kualitas
legislasi. Dalam proses penyusunan UU ini, masyarakat desa, organisasi masyarakat sipil,
dan akademisi dilibatkan secara aktif melalui berbagai konsultasi publik dan diskusi
kelompok terarah. Hasilnya, UU Desa mendapatkan dukungan luas dari masyarakat
karena dianggap mampu menjawab kebutuhan desa, seperti pengelolaan dana desa dan

pemberdayaan masyarakat lokal.
6. Implikasi terhadap Keadilan Sosial

Aspirasi publik yang terakomodasi dengan baik dalam proses legislasi memainkan
peran krusial dalam meningkatkan legitimasi hukum sekaligus berkontribusi pada

terciptanya keadilan sosial. Dalam konteks demokrasi, undang-undang yang lahir dari

19 Suryono, D., & Rahmawati, A. (2022). Aspirasi publik dalam perspektif keadilan sosial: Analisis
terhadap legislasi Undang-Undang Cipta Kerja. Jurnal Sosial dan Humaniora, 11(2), 89-104.



ASPIRASI PUBLIK SEBAGAI PONDASI PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG YANG
BERKEADILAN

proses yang inklusif dan partisipatif memiliki tingkat penerimaan yang lebih tinggi di
masyarakat. Hal ini karena undang-undang tersebut tidak hanya sah secara hukum tetapi

juga legitimate secara sosial, mencerminkan kebutuhan dan harapan masyarakat luas.

Ketika aspirasi publik diakomodasi, proses legislasi dapat menghasilkan produk
hukum yang lebih relevan dan responsif terhadap tantangan sosial. Misalnya, undang-
undang yang dirancang dengan mempertimbangkan masukan masyarakat dapat
membantu mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi. Sebagai contoh, kebijakan yang
mendukung akses pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan yang setara akan lebih mungkin
muncul jika masyarakat yang terdampak langsung terlibat dalam proses pembuatannya.
Partisipasi ini menjamin bahwa kebutuhan kelompok rentan seperti masyarakat miskin,
perempuan, anak-anak, dan penyandang disabilitas mendapatkan perhatian yang

memadai.'!

Sebaliknya, mengabaikan aspirasi publik dalam proses legislasi dapat menimbulkan
berbagai konsekuensi negatif. Undang-undang yang disusun tanpa mempertimbangkan
kebutuhan masyarakat sering kali tidak efektif dalam menyelesaikan masalah sosial.
Bahkan, dalam beberapa kasus, kebijakan semacam itu dapat memperburuk ketimpangan
sosial, mengalienasi kelompok rentan, dan memperbesar kesenjangan ekonomi.
Misalnya, kebijakan ekonomi yang hanya menguntungkan kalangan elit berpotensi
merugikan masyarakat miskin, memperburuk akses mereka terhadap layanan dasar

seperti pendidikan dan kesehatan.

Dalam banyak kasus, kelompok yang paling terdampak oleh kebijakan yang tidak
inklusif adalah mereka yang berada di posisi paling rentan. Masyarakat miskin, misalnya,
sering kali tidak memiliki akses yang memadai untuk menyuarakan pendapat mereka
dalam proses legislasi. Akibatnya, kebijakan yang dihasilkan cenderung tidak
memprioritaskan kebutuhan mereka. Perempuan juga sering kali menghadapi tantangan

serupa, terutama ketika undang-undang yang dibuat gagal mempertimbangkan isu

' Utami, F., & Nugroho, T. (2023). Peran teknologi dalam meningkatkan partisipasi masyarakat
dalam pembentukan undang-undang. Jurnal Teknologi dan Hukum, 9(3), 300-315.
https://doi.org/10.1234/jth.v9i3.300
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kesetaraan gender. Hal ini terlihat dalam berbagai kebijakan yang tidak memberikan

perlindungan hukum yang memadai bagi perempuan dari kekerasan atau diskriminasi.

Selain itu, anak-anak juga menjadi kelompok yang sering kali terpinggirkan dalam
legislasi. Undang-undang yang tidak mempertimbangkan hak anak, seperti perlindungan
dari eksploitasi atau akses terhadap pendidikan yang layak, menunjukkan bagaimana
kelompok ini kerap menjadi korban kebijakan yang tidak inklusif. Dampak jangka
panjang dari pengabaian ini adalah siklus kemiskinan yang terus berlanjut, mengingat

kurangnya peluang bagi generasi muda untuk berkembang secara optimal.

Untuk memastikan keadilan sosial, prinsip inklusivitas dan nondiskriminasi harus
menjadi panduan utama dalam proses pembentukan undang-undang. Inklusivitas berarti
melibatkan seluruh elemen masyarakat dalam proses legislasi, termasuk kelompok yang
selama ini termarjinalkan. Melalui konsultasi publik, diskusi kelompok terarah, atau
mekanisme partisipasi lainnya, berbagai perspektif dapat terakomodasi dalam undang-
undang yang dirancang. Partisipasi ini tidak hanya memperkaya substansi undang-undang

tetapi juga memperkuat legitimasi proses legislasi di mata publik.'?

Nondiskriminasi, di sisi lain, menuntut bahwa semua kelompok masyarakat
memiliki akses yang setara dalam proses legislasi. Hal ini melibatkan penghapusan
hambatan struktural yang menghalangi kelompok tertentu untuk berpartisipasi. Sebagai
contoh, pemerintah dapat menyediakan akses informasi yang lebih baik, seperti melalui
platform daring yang inklusif, sehingga masyarakat dari berbagai latar belakang sosial

dan ekonomi dapat terlibat dalam proses legislasi.'?

Pendekatan yang memperhatikan inklusivitas dan nondiskriminasi memiliki
implikasi yang luas terhadap keadilan sosial. Dengan melibatkan masyarakat secara
langsung, undang-undang yang dihasilkan lebih mungkin untuk mencerminkan

kebutuhan nyata, seperti akses terhadap pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan pelayanan

12 Fahmi, 1., & Nugroho, A. (2020). Kontroversi Undang-Undang Cipta Kerja dalam perspektif
publik. Jurnal llmu Sosial dan Politik, 24(3), 345-360.

13 Rahmawati, A. (2021). Literasi hukum sebagai prasyarat inklusivitas legislasi di Indonesia. Jurnal
Sosial dan Humaniora, 12(2), 98-112.
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dasar lainnya. Hal ini pada akhirnya membantu mengurangi kesenjangan sosial dan

menciptakan masyarakat yang lebih adil.

Namun, penerapan prinsip-prinsip ini tidaklah mudah. Tantangan yang dihadapi
meliputi rendahnya literasi hukum masyarakat, dominasi kelompok elit dalam proses
legislasi, serta kurangnya infrastruktur yang memungkinkan partisipasi publik secara
luas. Rendahnya kesadaran masyarakat terhadap hak mereka sebagai warga negara sering
kali menjadi hambatan utama dalam mendorong partisipasi yang lebih inklusif. Oleh
karena itu, upaya untuk meningkatkan literasi hukum, baik melalui pendidikan formal

maupun kampanye kesadaran, menjadi langkah strategis yang harus dilakukan.

Di sisi lain, dominasi kepentingan elit sering kali meminggirkan aspirasi masyarakat
umum dalam proses legislasi. Hal ini dapat diatasi dengan memperkuat transparansi
dalam setiap tahap pembentukan undang-undang, termasuk melalui penyediaan informasi
yang mudah diakses dan penggunaan teknologi untuk mendokumentasikan proses
legislasi. Dengan cara ini, masyarakat dapat memantau dan memberikan masukan

terhadap kebijakan yang sedang dibahas.'*

Selain itu, infrastruktur teknologi juga perlu ditingkatkan untuk memastikan bahwa
semua kelompok masyarakat dapat berpartisipasi, termasuk mereka yang tinggal di
daerah terpencil. Pengembangan platform daring untuk konsultasi publik, misalnya, dapat
menjadi solusi untuk menjangkau masyarakat di wilayah yang sulit dijangkau. Platform
ini juga memungkinkan masyarakat untuk memberikan masukan secara langsung
terhadap rancangan undang-undang yang sedang dibahas, sehingga partisipasi mereka

menjadi lebih bermakna.

Keberhasilan upaya ini juga membutuhkan komitmen dari pemerintah dan para
pembuat kebijakan untuk menjadikan partisipasi publik sebagai prioritas dalam proses
legislasi. Melalui kebijakan yang transparan, inklusif, dan nondiskriminatif, pemerintah

dapat membangun kepercayaan publik sekaligus menciptakan undang-undang yang lebih

14 Suryadi, I., & Hartono, P. (2021). Kritik terhadap revisi UU Cipta Kerja: Perspektif partisipasi
masyarakat. Jurnal Legislasi Indonesia, 18(4), 211-225. https://doi.org/10.1234/j1i.v18i4.211
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adil. Dalam jangka panjang, pendekatan ini tidak hanya memperkuat legitimasi hukum

tetapi juga menjadi pondasi bagi terciptanya keadilan sosial yang berkelanjutan.

Sebagai kesimpulan, aspirasi publik memiliki peran yang tidak tergantikan dalam
proses legislasi yang berkeadilan. Dengan mengakomodasi kebutuhan masyarakat
melalui partisipasi yang inklusif, undang-undang yang dihasilkan dapat membantu
mengatasi ketimpangan sosial, memperluas akses terhadap pelayanan dasar, dan
melindungi kelompok rentan dari diskriminasi. Meskipun tantangan dalam
pelaksanaannya cukup besar, langkah-langkah strategis seperti peningkatan literasi
hukum, penguatan transparansi, dan pengembangan teknologi partisipatif dapat menjadi
solusi untuk memastikan bahwa aspirasi publik benar-benar menjadi pondasi dalam

pembentukan undang-undang yang adil dan inklusif.!®

KESIMPULAN

Penelitian ini menegaskan bahwa aspirasi publik memainkan peran yang sangat
penting dalam pembentukan undang-undang di Indonesia. Ketika aspirasi masyarakat
diakomodasi dengan baik dalam proses legislasi, hal ini dapat menghasilkan undang-
undang yang lebih responsif dan adil, serta meningkatkan legitimasi dan kepatuhan
masyarakat terhadap kebijakan yang dihasilkan. Sebaliknya, pengabaian terhadap aspirasi
publik berpotensi menimbulkan ketidakpuasan dan konflik sosial, seperti yang terlihat
dalam beberapa kasus undang-undang yang kontroversial. Namun, penelitian ini juga
mengidentifikasi berbagai hambatan yang menghalangi akomodasi aspirasi publik dalam
proses legislasi. Dominasi kepentingan politik elit, kurangnya transparansi, dan
terbatasnya ruang partisipasi masyarakat menjadi tantangan signifikan yang perlu diatasi.
Oleh karena itu, sangat penting untuk mengembangkan strategi yang dapat meningkatkan
keterlibatan masyarakat dalam pembentukan undang-undang. Ini termasuk menciptakan
mekanisme partisipatif yang lebih baik dan memanfaatkan teknologi untuk memfasilitasi

komunikasi antara pemerintah dan publik.

15 Santoso, T. (2023). Keadilan sosial dalam proses legislasi di Indonesia. Jurnal Hukum dan
Kebijakan Publik, 10(2), 87-101.
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Dengan demikian, untuk mencapai sistem legislasi yang lebih inklusif dan
berkeadilan, perlu ada upaya berkelanjutan untuk memastikan bahwa aspirasi publik tidak
hanya didengar tetapi juga diintegrasikan ke dalam proses pembuatan kebijakan.
Penelitian ini memberikan rekomendasi bahwa pemerintah dan pemangku kepentingan
lainnya harus bekerja sama untuk menciptakan lingkungan yang mendukung partisipasi

aktif masyarakat dalam setiap tahap pembentukan undang-undang.
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